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Abstrak 

 
Perkembangan ekonomi di masyarakat pada masa kini adalah semakin tidak 

menentu. Jika berbicara perihal ekonomi, maka akan terdapat banyak hal yang dapat 

menjadi topik perbincangan. Sebagai salah satu contoh adalah, perihal utang. Utang- 
piutang timbul karena adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Pada 

dasarnya hal tersebut tidak menjadi masalah, apabila utang dibayarkan secara tepat 

waktu. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apabila salah satu pihak tidak 
membayarkan utangnya sesuai yang telah disepakati. Hal ini kemudian akan 

memunculkan upaya-upaya hukum untuk menagih utang tersebut, misalnya adalah 

dengan cara kepailitan. Akan tetapi, UU Kepailitan di Indonesia saat ini belum 
mengatur syarat terkait batasan minimal jumlah utang bagi seorang debitor dapat 

dipailitkan. Hal ini kemudian yang akan menjadi masalah bagi para debitor yang 

memiliki aktiva atau aset yang lebih besar daripada pasiva atau utang-piutangnya. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di 

Indonesia terkait dengan isu yang diajukan. Metode pendekatan yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual, dan pendekatan perbandingan. 

Berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum yang diperoleh kesimpulan 

bahwa Pengaturan terkait batasan minimal jumlah utang bagi seorang debitor dapat 

dipailitkan tidak ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pentingnya pengaturan 

syarat tersebut adalah demi menghindari debitor dari itikad buruk kreditor yang dapat 

merugikannya. Disamping itu, pengaturan batasan minimal jumlah utang juga dapat 
memberikan perlindungan terhadap debitor yang memiliki jumlah aktiva lebih besar 

dibandingkan dengan pasiva yang sedang ditanggungnya. 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk para penegak hukum dan pembuat 
undang-undang adalah pengaturan tentang prinsip minimal utang harus secara tegas 

diatur di dalam UU Kepailitan di Indonesia. Mengingat, tak jarang ada beberapa 

kreditor yang memiliki itikad buruk untuk dengan sengaja mempailitkan debitor demi 

kepentingannya yang berupa menagih hak-haknya. Kepailitan sebagai ultimum 
remidium, seharusnya dapat memberikan keadilan bagi para pihaknya. Sedangkan UU 

Kepailitan di Indonesia sekarang ini, hanya berfokus pada kepentingan kreditor saja. 

Kata Kunci : Kepailitan, Debitor Pailit, Minimal Jumlah Utang. 
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Abstract 

 
 

The economic development in societies today is increasingly erratic. When it 

comes to economics, there will be a lot of things that can be discussed. As one example 
is, the matter of debt. Debts arise because an agreement is made by parties. Basically 

it does not matter, if the debt is paid on time. It is a problem, however, when one fails to 

repay the debt as agreed upon. This would then generate legal efforts to collect the debt, 
such as by a bankruptcy approach. However, the recent bankruptcy law in Indonesia 

does not set the minimum requirement for the amount of debt a debtor can be equaled. 

It is then a problem for debitors who have more assets or assets than passiva or her 
debts. 

The type of research used in this study is normative-law research by 

conducting research on common law norms in Indonesia related to issues raised. The 

approach used by authors in research this time is legislation, conceptual approaches, 

and comparative approaches. 
Based on the study of legal material obtained, the arrangement for a minimum 

of debt requirement for a debtor can be issued is not met in the 2004 act number 37 on 

bankruptcy and a delay in debt payments. The importance of this arrangement is to 
avoid debtors from creditors' bad faith that can do harm to them. The government is 

optimistic the rupiah will continue to strengthen to rp9,100 per dollar, he said. 

As for the advice that can be given to law enforcement and lawmakers, the 

setting of the minimum principles of debt must be strictly regulated within the 
bankruptcy act in Indonesia. Since it is not uncommon for some creditors to have bad 

faith intentionally to bind the debtors in behalf of those who claim their rights. Cardinal 

as ultimum remidium, should be able to render justice to his part. Whereas the 
bankruptcy act in Indonesia today focuses solely on creditors' interest. 

 

Keywords: Bankruptcy, Bankrupt Debtor, Debt Minimum. 
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